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BUPAT! SEKADALU,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat
(1) hwruf b, ayat (3] huruf b, Pasal 15 ayat (2] dan
Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 97
Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu
Lintas dan Retribusi Perpan jangan lzin
Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing, Retribusi
Perpanjangan IMTA merupakan jenis Retribusi Daerah
Perizinan Tertentu;

bahwa Peraturan Daeiah Kabupaten Sekadau Nomor
6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

belum eukup mengatur tentang Retribusi
Perpanjangan IMTA vyang lokasi kerjanya dalam
Wilayah Kabupaten merupakan kewenangan

Pemerintah Daerah Kabupaten Sekaclay;

bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dibentuk
Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau tentang

Retribusi Perpanjangan lzin Memperkerjakan Tenaga
Kerja Asing ;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagaker jaan (Lembaran Megara Republik
indonesia Tahun 2003 Nomur 39, Tambahan
Lembara:n Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

Undaig-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten
Sekadau di Provinsi Kalimanian Barat ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149,

Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia
Nomor 4344 ) ;
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pernerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Talwun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor
32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Kepublik Indonesia Notnor 4844);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) ;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38
Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintal, Pemerintahan daerah Propinsi,
dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota(lbembaran
Negara Talun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tatacara Pemberian dan Pemanfzatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012 tentang
Jenis Dan Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
Yang Berlaku Pada Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 53333 ;

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang
Retribusi Pengendalian Lalu lintas dan Retribusi
Perpanjangan lzin Memperkerjakan Tenaga Kerja
Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
20012 Nomor 154, Tambahan [embaran Negara
Republik Indongsia Nomor 5333} ;

Peraturan Mentenn Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Nomor PER.O2/MEN/Ill/2008 tentang Tatacara
Pengglinaan Tenaga kerja Asing;

Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 07
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang
Menjadi Kewenangan Kabupaten Sekadau (Lembaran
Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2008 Nomor 07);
Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 08
Tahun 2008 schagaimana telah diubah dengan
Peraturan  Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 08 Tahun 2008
tentang  Susunan Organisasi  Perangkat Daerah




Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Kabupaten
Sekadau Tahun 2010 Nomor 4

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 6
Tahun 2011 tentang Perizinan Tertentu (Lembaran
Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2011 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau
Momor 1)

Dengan Persetujuan Bersama
DEA AN FERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU
dan

BUPATI SEKADALJ

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERPANJAMNGAN IZIN

MEMPERKERJAKAN TENAGA KER.JA ASING.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peratuan Daerah ini, yang dimaksud dengan .

Uk W

Dacrah adalah Kabupaten Seckadau

Pemerimtah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Seladau

Bupati adalah Bupail Kabupaten Sekadau

Kas Dasrrah adalah Kas Daerah Kabupaten Sekadau

Pejubat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah
sesual (lengan peraturan perundang-undangan.

Retribusi daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan
Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintahan Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribus: Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah
dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang
dimaksndkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan
atas kegiatan, pemanfratan ruang, serta penggunaan sumber daya alam,
barang, prasarana, sarana atau fasiitas tertertu guna melindungi
kepentingan umwr: dan menjaga kelestarian lingkungan.

Reuribusi Perpanjangan  lzin Memperkerjukan Tenaga Kerja Asing, yang
selanjutnya disebut Retribusi Perpanjangan IMTA, adalah pembayaran atas
pemberian perpanjangan IMTA oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk
kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.

lzin adalah dokumen vang di keluarkan oleh Pemerintah berdasarkan
peraturan perundang-undangan dan merupakan bukti legalitas menyatakan

sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hakum rnelakukan usaha
atau kegiatan tertentu.
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Perpanjingan lzin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing adalah izin yang
diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja
tenaga lerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan
maksud be kerja di wilayah Indonesia.

Pemberi Kerja Tenagn Kerja Asing adalah badan hukaum atau badan-badan
lainnya vang memperkerjakan tenaga kerja asing dengan meimnbayar upah
atau imoalan dalam bentuk lain.

Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas
waktu bDagy Wajib Retribusi untuk memanfaatk an jase. dan perijinan tertentu
daxri Pemerintah Daerah.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan wusaha maupun yang tidak melakukan
usaha yvang meliputi pereseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya. badan usah: rnilik negara (BUMN), atau badarn usaha milik daerah
(BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi,
dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, vayasan, organisasi massa,
orgiamsasi sosial politil;, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan
lainnya termasuk kontrak investasi kolektifdan bentuk usaha tetap.

Surat Setoran Retribusi Daerah yang selarjutnya disingkat SSRD, adalah
bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan

menggunakan fornulir atau telah dilakukan dengan cara liin ke kas daerah

melalui  tempat pembavaran yang ditunjuk oleh  Gubernur atau
Bupati/Walikota.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah vang selanjutnva disingkat SKROD adalah
surat ketelapan retribusi yang menentukan besarnva jumiah pokok retribusi
yang terutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjuinya disingkat
SKRDLE adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran retribusi karena jurnlah kredit retribusi lebih bayar
dari pada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang seclanjutnya disingkat STRO, adalih
surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif
berupa bunga dan /atau denda.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan rnenghimpun dan mengolah data,
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objekif dan
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi danj/atau
untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan retribusi daerak;

Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencarn serta mengumpulkan
bukti jang dengan bukti itu membuat terang iindak pidana di bidang
retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.




BAB |l
NAMA, OBJEK DAN SUEJEK RETRIBU

Pasal 2
Dengan nama Retribusi Perpanjangan [IMTA  dipungut retribusi

sebagai
pembayaran atas pemberian perpanjangan IMTA oleh Pemerintah.

Pasal 3

(1} Objek Retribusi sebagaiinana dimaksud dalam Pasal 2 adalah pemberian
perpanjangan IMTA oleir Pemerintahr kepadi pemberi kerja tenaga kerja asing
yang telah memiliki MTA dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang
ketenagakerjaan atau Pejabat yang dittnjuk.

Tidak termasuk objel retribusi perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud
pada ayat {1) adalah perpanjangan IMTA bagi instansi pemerintah, perwakilan
negara  asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga
keagamaan, dan jabatan-jubatan tertentu di lembaga pendidikan.

(2)

Pasal4
(1) Subjek Retribusi Perpanjangan IMTA adalah pemberi kerja tenaga kerja asing
yang memperoleh perpanjangan IMTA.

(2} Subjek Rerribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib
Retribusi

BAB 1l
GOLONGAN RETRIBUS!

Pasal 5
Retrihusi perpanjangan IMTA digolo 1gkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BABIV
CARA MIINGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkal penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah penerbitan dan jangka waktu
perpanjangan [MTA.

BABV’
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARII' RETRIBUS!

Pasal 7
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perpanjangan IMTA
didasarlzan pada tujuan untuk menulup sebagiar atau seluruh biaya
penyelenggaraan perpanjangan IMTA.




(2} Biaya penyelenggaraan perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan,
penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif daii
perparjangan IMTA,

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(1) Strukuur tarif retribusi perpanjangan IMTA ditetapkan berdasarkan tingkat
penggunaan jasa sehagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

(2} Besarnya tarf retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
sebesar 1JS$ 100/orang/bulan.

{3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan dengan rupiah
berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat pembayaran.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi perpanjangan IMTA yvang terutang dipungut di wilayah Kabupaten
Sekadau.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSITERUTANG

Pasal 10

(1) Masa Retribusi adalah dalam jangka waktu vang laimanya 1 (satu) tahun
takwim

(2) Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD.

BAB IX
PENIETAPAN RIETRIBUSI

Pasal 11
{1) Besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang ditetapkan dengan SKRD.
(2) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} citetapkan dengan Peraturai Bupati.
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(2)

(1)

{2)

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

Retribust dipungut dengan menggunakan SKRD.

Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan
Bu pati.

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus untuk 12 (dua
belas) bulan.

Dalam hal tenaga kerja asing bekerja tidak sampai 1.2 (dua belas) bulan,
kelebthan pembayaran dikembalikan kepada Wajib Reiribusi.

Tatacara pembayaran, tempat pembayaran, penyetoran dan pengeémbalian
retribus! diatur dengan Peraturan Bupati.

BARB Xli
SANKSI ASDMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepaut pada waktunya atau
kurang menibayar, dikenakan sanksi administratif berupa burnga
sebesar 2% [(dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang
tidiik arau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakanSTRD.
Penagitian retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didahuiui dengan Sural Teguran.

Tata cara penagihan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(1)
(2)
(3)

(4)

BABXIIlI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN FEMBEBASAN RETRIBUSH

Pasal 15
Bupati dapat memberikan  pengurangan, keringanan, dan
pembebasan Retribusi.
Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
deberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi

Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan
Retribusi ditetapkan dengan peraturan Bupati
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BAB X1V
KEDALUWARSA

Pasal 16
Hauk untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa
setelth  melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak scaat
terutangnya retribusi, kecuali jika Wa jib Retribitsi melakukan tindak
pidana di bidang retribusi.

Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaiimana (limaksud pada ayat

1) tertangguh jika :

a.  diterbitkan Surat Teguran; atau

b, ada pengunkuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik
lemgsung maupun tidak langsung.

Dadeon hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada

avat {2} hurul a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal

ditermmanya Surat Teguran tersebut.

Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud

picia ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya

menyvatakan  masih  mempunyai  utang retribusi  dan  belum

melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Pengalkkuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana

dimaksud pada ayat (2} huruf b dapat diketahui dari pengajuan

permohonan  angsuran  atau  penundaan pembayaran  dan

permohonan keheratan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 17
Piutang retribusi yang tidak rnungkin ditagih lagi karena hal untuk
melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan,
Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Retribusi yang sudah
kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa
diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
FEMANFAATAN

Pasal 18
F+ manfaatan penerimaan retribusi perpanjangan IMTA diutamakan
untuk mendanai kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan
tenaga kerja lokal
Krtentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi
perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.




(2)

(1)

(2)

BAB XVi
INSENTIF PEMUNGUTAN

Fasal 19
ansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat dibert
wertif atas dasar pencapaian kinerja tertentis
Pemberian insentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
malalul Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

BAB XVii
PENYIDIKAN

Pasal 20

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah

Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan

penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud

delam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat

Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerirtah Daerah yang

diangkat oleh Pejabat yang Dberwenang sesum dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

\Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. menerima, menearl, mengumpulkan, dan meneliti keterangan
atau laporan berkenaan dengan tindek pidana dibidang
perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut
menjadi lebih lengkap dan jelas;

b meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai
orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang
dilakukan sehulhningan dengan tindak pidena perpajakan daerah;

¢ meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau
Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan
daerah;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan
tindak pidana dibidang perpajakan daerah,

e melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
rembukaan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan
penyitaan terhadap bahan bukti tersebus;

f.  meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksaraan tugas
penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;

g menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saal pemeriksaan sedang berlangsung
dan memeriksa identitas orang, benda, dar./atau dokumen vang
dibawa,

h memotret seseograng yang berkaitan dengan tindak pidana
perpajakan daerah;
rmiemanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
sehagai tersangka atau saksi

1. menghentikan penyidikan; dan/atau, can

k. melakukan tindakan lain  yang perlu  untuk kelancaran



penyidikan  tindak pidana dibidang perpajakan Daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4} Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya
kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara
Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Undang-Undang Hukum Acara Pidana

BAB XViiI
KETENTUAN PIDANA

Fasal 21
Wajib etribusi  yang tidak melaksanakan kewajibanniiya sehingga
merugikin keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga)
hulan aau pidana denda paling banyak 3(tiga) kali jumlah Retribusi
terutang yang tidak atau kurang dibayar.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sehap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah 11 dengan penempatan dalam Lembaran Daerah
Kabuparen Sckaclau

Ditetapkan h Sekaslau
pada tanggal 13 Januari 2014
BUPATI SEKADAU
TTD
SIMON PETRUS

Diundangkan di Sekadau
pada tanggal 13 Januari 2014

SERRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU
TTD
YOPIANES JHON

Lerubaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2014 Nomor 1.

Salinan Sal Sesual Dengan Aslinya
Kepala Bagiaa Hukum dan HAM Setda. Kabupaten Sekacdau

)F,.u_..

SUBHAN, S. Sos, M, Si.
Pamixina

NiP.19740426199412 1001
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PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU
NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPIZRKERJAKAN
TENAGA KERJA ASING

UMUM

Sesual ketentuan Pasal 150 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis retribusi daerah
dapat ditamoah sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam
Undang-Undang. Penambahan jenis retribusi daerah tersebut sesuai
Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi
Pengendalian  Lalu  Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin
Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing, Retribusi Perpanjangan IMTA
ditetapkan sebagai jenis Retribusi Daerah yang taru.

Penetapan [Retrthusi Perpanjangan IMTA sebagal Retribusi Daerah
memberikan  peluang kepada Daerah untuk menambah sumber

e tan dalam rangka mendanai urusan y:ziig menjadi tanggung
jawal Pemerintah daerah.

Retribusi Perpanjangan IMTA merupakan pembayaran atas pemberian
perpanjangan IMTA olelk Bupati atau pejabat vang ditunjuk kepada
Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang telah memiliki IMTA dari
Materi vang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan atau Pejabat
yeng ditunjuk.

Pemungutan Retribusi Perpanjangan IMTA relatif tidak menambah
beban bagi rmasyarakat, mengingat Retribusi Perpanjangan IMTA
sehelumnya merupakan pungutan Pemerintah Pusat berupa PNBP
vang kemudian menjadi Retribusi Daerah,

Tanf Retrtbust Perpanjangan IMTA «litetapkan berdasarkan tingkat
penggunaan jasa dan tidak melebihi tarif PNBP Perpanjangan IMTA
vang berlaku pada kementrian di bidang ketenagakerjaan.

Pemanfaatan pencrimaan Retribusi Perpanjangan IMTA dintamakan
untuk mendanai kegiatan pengembanigan keahlian dan keterampilan
tenaga kerja lokal yang alokasinya ditetapkan melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

fasal 2

Cukup Jelas



Pasal 3
Cuikup Jelas
Ayat (1}
Cutkup Jelas

Ayat 2)
Jubatan-jabatan tertentu di lembaga pendidikan yang dimaksud

dalam ketentuan ini berpedoman pada Peraturan Menteri yang
bertanggun ziawab di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 4
Cukup Jelas

eyl 5

Cukup Jelas

Pasal ©
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Badan selaku Wajib Retribusi yang memperkerjakan Mr. X (TKA),
melakukan pembayaran perpanjangan IMTA untuk jangka waktu 12
([dua belas] bulan. Narmiun, dalam pelaksanaannya Mr. X hanya
belieria selama 8 (delapan) bulan, selingga terdapat kelebihan
peinbayaran selama 4 {empat) bulan. Atas kelebilian pembayaran
dirialisud, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembalikan
kepada Badan selaku Wajib Retribusi yang memperkerjalkkan TKA
ter sebad,

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Avat (1)
Cukup Jelas




-
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Ayat {2)

Cukup Jelas
Ayat {3)

Cukup Jelas

Ayt (4

Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota mengenai tata cara pemberian
pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi sekurang-
klurangnya mengatur tata ecara penyarapaian permeohonan dan jangka
waktu pernberian  keputusan atas permohonan pengurangan,
keringanan, dan pembebasan Retribusi.

Pasal 16
Cuku) Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasai 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasai 21
Cuikup (Jelas

Pasal 22
Cukup .Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

TAMEBAHAN LEMBARAN DAFRAH KKABUPATEN SEKADAU NOMOR 1.



